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The credit facility is needed by the public both by individuals and 
business entities to meet the needs of its consumption or to increase its production 
activities. Both activities regarding the productive and consumptive activities. 
The purpose of this paper is to identify, analyze and describe the legal 
consequences of the termination of the cooperation agreement the pay cut 
unilaterally by a paymaster to the banks on credit income bracket fixed and 
remedies that can be taken by creditors of Bank Rakyat Indonesia when 
experiencing losses, related to the termination of the cooperation agreement the 
pay cut unilaterally by the paymaster. While the benefits of writing is expected to 
be useful for the development of science in general and may add a reference 
material as knowledge for those who want to learn about lending fixed income 
bracket. The method used in this thesis is a study using sociological juridical 
approach. 
Based on the research that has been done, then the problems first can be 
concluded that the implementation of an agreement made between the creditor 
and the debtor, if later, from the debtor can not carry out the fulfillment of its 
obligations, then the debtor, a key form of efforts to stop cooperation agreement 
unilaterally. While the problems that both the efforts made by the creditor in the 
event the debtor in this case from the Paymaster decided a cooperation agreement 
by which initially BRI moved BNI: the first, conducted by the bank is to do with 
the approach taken by the marketing team. secondly, the holding of meetings to 
gain consensus, and the third loan restructuring / renewal. 
 





Fasilitas kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun 
badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk 
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meningkatkan kegiatan produksinya. Baik kegiatan yang menyangkut produktif 
maupun kegiatan yang bersifat konsumtif. 
Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, 
dan mendeskripsikan akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan 
gaji secara sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit golongan 
berpenghasilan tetap dan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditor Bank 
Rakyat Indonesia apabila mengalami kerugian, berkaitan dengan adanya 
pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar. 
Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menambah bahan 
referensi sebagai ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari 
tentang penyaluran kredit golongan berpenghasilan tetap. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan 
metode pendekatan Yuridis Sosiologis.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan 
yang pertama dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah perjanjian 
yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur, apabila dikemudian hari, 
dari debitur tidak dapat melaksanakan pemenuhan dari kewajiban-kewajibannya, 
maka debitur, melakukan bentuk upaya penghentian perjanjian kerjasama secara 
sepihak.  Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni upaya  yang  dilakukan 
oleh kreditur dalam hal debitur yang dalam hal ini dari pihak juru bayar 
memutuskan perjanjian kerjasama dengan melakukan yang awalnya BRI pindah 
BNI: pertama, yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan 
pendekatan yang dilakukan oleh team marketing. kedua, diadakannya 
musyawarah untuk memperoleh mufakat, dan  ketiga dilakukan restrukturisasi 
kredit/perpanjangan. 
 





Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu 
tujuan yang hendak dicapai didalam pelaksanaan program pembangunan 
nasional
1
. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kemakmuran dan 
kesejahteraan manusia, bukan hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan juga 
untuk semua golongan
2
. Adapun bentuk dari peningkatan kualitas hidup, salah 
satunya dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan kinerja dan pendapatan 
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diberbagai sektor ekonomi, yang dalam hal ini di lembaga keuangan yang ada 
didalam sebuah negara, salah satunya adalah bank
3
. 
Pengertian dari bank, dengan didasarkan pada peraturan perundang-
undangannya, yang dalam hal ini ada didalam pasal 2 angka 2 Undang-undang 
Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dikatakan bahwa
4
:  
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak.  
Kemudian dari pada itu pengertian dari bank yang didasarkan menurut 
pendapat dari OP Simorangkir dapat dijabarkan, bahwa bank adalah sebagai 
berikut:
5
 Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan 
kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri 
atau dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan 
memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. 
Sedangkan peran dari lembaga, yang dalam hal ini bank didalam 
melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia, diantaranya adalah sebagai 
berikut: Pertama, melakukan adalah bentuk penghimpunan dana berupa simpanan, 
dan Kedua, dengan melakukan bentuk penyaluran dana tersebut kepada 
masyarakat, dalam bentuk kredit
6
. 
Pengertian kredit, dengan didasarkan pada bunyi pada pasal 3 Butir 11 
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dapat dijabarkan bahwa
7
:  
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Fasilitas kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun 
badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk 
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meningkatkan kegiatan produksinya. Kegiatan yang menyangkut produktif 
misalnya masyarakat meminjam kredit di bank untuk memperluas kegiatan 
usahanya sedangkan kegiatan yang bersifat konsumtif misalnya masyarakat 
meminjam kredit untuk membeli kendaraan bermotor
8
. 
Adapun didalam pembahasan ini, membahas salah satu produk kredit yang 
dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni fasilitas kredit golongan 
berpenghasilan tetap (Golbertap). Fasilitas kredit golbertap adalah kredit yang 
diberikan kepada calon debitur atau debitur dengan sumber pembayaran 
(repayment) berasal dari fixed income (gaji/pensiunan)
9
.  
Fasilitas kredit golbertap memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah 
sebagai berikut: Pertama, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 
telah berhasil untuk dapat membuka potensi yang sangat besar dalam 
mengembangkan fasilitas kredit kepada golongan berpenghasilan tetap, dan 
Kedua, untuk dapat membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak 
bergerak, seperti biaya perbaikan rumah, biaya kuliah/sekolah, biaya pengobatan, 
pernikahan dan lain-lain. Kredit Golbertap juga dapat diberikan untuk keperluan 
produktif. Potensi pasar pemberian kredit kepada pegawai dan pensiunan yang 
dilayani dengan produk kredit golbetap berkembang begitu pesat, baik dari jumlah 
debitur, calon debitur, maupun kemampuan membayar kembali debitur
10
.  
Adapun kriteria pegawai yang dapat dilayani oleh PT. BRI untuk 
diberikan fasilitas kredit Golbertap adalah : Pertama, pegawai negeri sipil (PNS), 
Kedua, Anggota TNI dan POLRI, Ketiga, Pegawai BUMN, BUMD, Perum, 
Persero, Keempat, Pegawai perusahaan yang telah Go Public, dan yang Kelima, 
Pegawai perusahaan swasta nasional, asing, yayasan yang mempunyai maupun 
yang bisa dipercaya kemampuan, kelangsungan usahanya dan yang mempunyai 
peraturan ketenagakerjaan atau kepegawaian
11
. 
Kemudian dari pada itu, untuk status karyawan yang dapat dilayani 
dengan kredit Golbertap adalah karyawan tetap yang dapat dibuktikan dengan SK 
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Pengangkatan Pegawai Tetap, sedangkan untuk karyawan kontrak atau pegawai 
sementara tidak bisa dilayani dengan fasilitas kredit tetap
12
.  
Didalam pelaksanaan dari bentuk fasilitas kredit golbertap ini, haruslah 
didasarkan pada sebuah perjanjian. Adapun pengertian dari perjanjian, dengan 
didasarkan pada pasal 1313 Kitab undang-undang hukum perdata, didalamnya 
dijabarkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.13 Sedangkan 
pengertian perjanjian yang didasarkan dari pendapat Sri Soedewi Masjehoen 
Sofwan, dapat dijabarkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 
seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih
14
. 
Perjanjian didalam pembuatannya, membutuhkan adanya peran dari 
seorang notaris. Pengertian dari notaris dengan didasarkan pada bunyi pasal 1 
angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 
didalamnya dijabarkan bahwa
15
 “notaris adalah pejabat umum yang berwenang 
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang ini”  
Adapun peranan dari notaris, didalam pelaksanaan dari beberapa 
perjanjian, didasarkan pada bunyi pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 
tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang didalamnya dijabarkan bahwa
16
:  
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 
akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 
orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. 
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bentuk fasilitas kredit 
golbertap ini menimbulkan bentuk permasalahan yang tidak dikehendaki oleh 
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masing-masing pihak, yang mengakibatkan timbulnya upaya untuk melakukan 
penghentian kerjasama secara sepihak, yang bermula dari pihak BRI menyalurkan 
kreditnya kepada para pekerja di DAOP VII dan kewajiban pihak DAOP yang 
dalam hal ini pihak PT. KAI untuk memotongkan angsuran gaji pekerja di DAOP 
VII setiap bulannya, dengan tujuan karena sudah merupakan kewajiban pegawai 
PT. KAI kepada PT. BRI untuk membayar angsuran tiap bulan pada kredit yang 
sudah diambil oleh pegawai PT. KAI di DAOP VII di wilayah kerja PT. BRI 
Cabang Madiun, dan karena sudah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan 
bersama antara pegawai KAI dengan PT. BRI pada saat pengajuan pengambilan 
kredit, yang kemudian dari angsuran gaji tersebut disetorkan ke pihak kreditur 
yang dalam hal ini pihak BRI Cabang Madiun setiap tgl 1. Namun pada 
pertengahan 2013 pihak DAOP VII menghentikan kerjasama dan memerintahkan 
untuk payroll gaji para pekerja di DAOP VII masuk pada instansi bank lain, yang 
dalam hal ini pihak BNI Cabang Madiun.
17
 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Apa akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara 
sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit golongan 
berpenghasilan tetap (golbertap) ?  
2. Upaya hukum apa yang dapat diambil oleh pihak bank apabila mengalami 
bentuk kerugian berkaitan dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama 
pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar ? 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui, 
menganalisis, dan mendeskripsikan akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama 
pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit 
golongan berpenghasilan tetap (golbertap), dan untuk mengetahui, menganalisis, 
serta mendeskripsikan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditor Bank 
Rakyat Indonesia apabila mengalami kerugian, berkaitan dengan adanya 
pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis penelitian ini diharapkan, 
berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya hukum 
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perdata dan dapat menambah bahan referensi sebagai ilmu pengetahuan bagi 
pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang penyaluran kredit golongan 
berpenghasilan tetap (Golbertap dan manfaat secara praktis bagi Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) sebagai kilas balik agar pihak bank dapat menjalankan kegiatan 
usahanya, serta dapat menerapkan setiap produk perbankan didalam kehidupan 
masyarakat, dengan lebih baik, sedangkan bagi debitur (nasabah) dapat 
memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru, serta dapat mengetahui 
informasi tentang produk kredit pada lembaga keuangan, salah satunya pada 
fasilitas kredit golbertap. Adapun bagi Notaris untuk dapat lebih 
mempertimbangkan di dalam membuat perjanjian, agar kelak dikemudian hari 
tidak terjadi bentuk permasalahan yang tidak dikehendaki oleh masing-masing 
pihak 
Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 
penulis uraikan diatas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, merupakan penelitian yang 
dilakukan untuk mencari, mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisis suatu 
masalah yang tumbuh dan berkembang nyata didalam kehidupan masyarakat. 
Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk dapat menemukan masalah (problem 
finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan fakta (fact finding), yang 
terkait dengan penelitian, dan dilanjutkan untuk menemukan suatu penyelesaian 
terhadap masalah itu (problem solution).
18
 Pendekatan yuridis sosiologis di dalam 
penelitian ini ialah mencari, mengamati, mendeskripsikan, dan menganalisis 
masalah yang ada di PT. BRI (Persero), yakni Pertama, dengan cara melakukan 
bentuk upaya wawancara terlebih dahulu ke pihak PT. BRI (Persero), untuk 
mencari dan mengamati suatu masalah yang ada, yang kemudian Kedua, setelah 
mendapatkan suatu masalah, barulah masalah tersebut dideskripsikan, dengan 
didasarkan atau dipedomani dengan data-data yang ada, yang telah diperoleh dari 
pihak PT. BRI (Persero). Selanjutnya yang Ketiga, masalah tersebut dianalisis 
untuk dapat memperoleh suatu bentuk penyelesaian terhadap masalah yang 
timbul. Pendekatan ini dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu memaparkan secara 
lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta mencermati hal-hal yang berkaitan 
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dengan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh juru bayar 
kepada pihak kreditor PT. BRI (Persero). 
Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 
primer dan data Skunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung 
dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian di lapangan, 
berupa hasil wawancara dengan responden dan pengamatan langsung pada obyek 
penelitian.
19
 Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau diperoleh 
dari sumbernya, yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di 
PT. BRI Cabang Madiun, yaitu staf atau pimpinan cabang BRI yang berwenang 
Account Officer (AO) BRI Cabang Madiun bagian kretap-kresun dan Mantri 
bagian kredit golbertap di BRI Unit Perintis Kemerdekaan.
20
 Data Sekunder 
adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari pihak kedua, 
ketiga dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai keinginan pihak yang 
bersangkutan dan dapat berupa media cetak.
21
 Dalam penelitian ini yang 
dimaksud data sekunder adalah data yang berisi peraturan: Surat Edaran BRI No. 
S-9/DIR/ADK/04/2007 Tentang Kredit kepada Golongan Berpenghasilan, Tgl 18 
April 2007, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Jabatan Notaris. 
 
Pembahasan 
A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Berkaitan dengan 
Penyaluran Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap  Antara PT. BRI dengan 
PT. KAI 
Kerjasama yang terjalin oleh PT. BRI dengan PT. KAI adalah kerjasama 
dalam bentuk bisnis. Bisnisnya disini apabila ada pegawai PT. KAI terutama 
DAOP VII yang wilayahnya masuk dalam wilayah kerja di PT. BRI Cabang 
Madiun dapat meminjam kredit ke PT. BRI Cabang Madiun, bagi pegawai KAI 
yang sudah menjadi pegawai tetap dan mendapatkan SK pengangkatan pegawai 
tetap dapat meminjam kredit ke PT. BRI Cabang Madiun dengan jenis kredit yang 
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dapat diberikan adalah kredit golongan berpenghasilan tetap dengan jaminan SK 
pengangkatan pegawai tetap dan secara otomatis gaji akan dipotong setiap bulan 
pada setiap tanggal gajian untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang telah 
diambil.  
Adapun tujuan dilakukannya pemotongan gaji disini merupakan kewajiban 
pegawai PT. KAI kepada PT. BRI untuk membayar angsuran tiap bulan pada 
kredit yang sudah diambil oleh pegawai PT. KAI di DAOP VII di wilayah kerja 
PT. BRI Cabang Madiun. Pemotongan gaji sudah berdasarkan kesepakatan dan 
persetujuan bersama antara pegawai KAI dengan PT. BRI pada saat pengajuan 
pengambilan kredit. Pengambilan kredit pegawai KAI di PT. BRI ini dengan jenis 
kredit golongan berpenghasilan tetap yang jaminannya adalah SK pengangkatan 
pegawai tetap dan secara otomatis gaji akan dipotong setiap tanggal penggajian 
pegawai KAI untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang telah diambilnya 
sampai dengan lunas. 
Tidak cuman berhenti disitu saja kerjasama yang dilakukan PT. BRI 
dengan PT. KAI, apabila PT. KAI dapat memotongkan angsurannya lewat proses 
AFT (Automatic Fund Transfer), akan memberikan fee 1 % kepada pihak DAOP 
VII KAI. Maka dari itu kegiatan pembinaan memegang peranan yang cukup 
penting.Hubungan bilateral dan harmonis memegang kunci erat selama pinjaman 
Golbertap sampai dengan lunas. Mulai dari bisnis gathering, jamuan makan, 
perkenalan para pejabat baru di instansi, partisipasi aktifdalam kegiatan ultah 
instansi antara pihak BRI dengan PT. KAI.Proses pembinaan dan pendekatan 
berperan penting manakala terjadi permasalahan di kemudian hari. Apabila 
hubungan antara PT BRI dan PT. KAI dapat harmonis maka ketika terjadi 
perselisihan dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah 
Adapun untuk dapat mengadakan perjanjian kerjasama berkaitan dengan 
penyaluran kredit golbertap antara PT BRI dengan PT KAI didalam 
pelaksanaannya, biasanya dari pihak PT BRI terlebih dahulu menyediakan blanko 
(formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu 
baik format perjanjian, maupun isi dan klausula-klausulanya. Blanko staandar ini 
diperkenankan dari segi aturan hukum untuk lebih mempermudah proses 
perjanjian kredit sehingga tiap kredit yang keluar mempunyai peraturan yang 
10 
 
sama untuk setiap orang. Pemohon kredit dimintakan untuk membaca terlebih 
dahuku bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh bank tersebut dan barulah 
kemudian ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan.  
Kemudian dari proses pelayanan Golbertap, pejabat kredit lini harus 
melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Pasal 8 Undang-
Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan menetapkan bahwa dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya berupa pemberian kredit bank antara lain : 
1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 
itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi 
utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 
2) Memiliki dan menerpakan pedoman perkreditan sesuai dengan keteantuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998, dapat disimpulkan bahwa :  
1) Bank harus memberikan penilaian sebelum kredit dicairkan secara  seksama 
untuk memperoleh keyakinan atas watak, kenampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha debitur. Kelima unsur perkreditan tersebut dalam 
penilaiannya melalui pembuatan analisis kredit akan dijabarkan dalam 
berbagai aspek analisa kredit yaitu aspek hukum, tehnis, produksi, 
pemasaran, keuangan, manajemen, dan organisasi serta ekonomis, 
lingkungan hidup, jaminan (agunan) dan risiko. 
2) Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur memberikan kredit, maka 
apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas 
kemampuan debitur mengembalikan uangnya, agunan hanya dapat berupa 
barang, proyek, hak tagih (gaji) yang dibiayai dengan kredit yang 
bersangkutan. Oleh karena itu setiap analisa kredit harus memuat penilaian 
yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
peraturan intern bank dan peraturan perundang-undang lainnya.  
Penyaluran kredit Golbertap oleh P.T Bank Rakyat Indonesia, dengan 
terlebih dahulu melakukan penilaian kredit baik dari segi kelengkapan dokumen 
maupun dari segi kelayakan dokumen kredit. Segi kelengkapan dokumen 
permohonan kreditnya melalui beberapa tahapan yang disebut mekanisme 
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memorandum analisa yuridis. Analisa ini diperlukan karena umumnya dokumen 
yang harus diserahkan debitur tidak dapat dipenuhi pada saat permohonan proses 
kredit, sehingga proses analisa kredit tidak dapat dilaksanakan pada saat itu yang 
menyebabkan proses penyampaian kredit kepada debitur menjadi terhambat. Segi 
kelayakan dokumen kredit meliputi aspek legalitas dari identitas diri, status 
pernikahan, legalitas surat keputusan pengangkatan kepegawaian dan kepangkatan 
terakhir serta kredibilitas pegawai yang bersangkutan.    
Penilaian dilakukan atas instansi atau perusahaan yang pegawainya akan 
dilayani Golbertap dan terhadap individu calon debitur. Analisa pemberian kredit 
Golbertap meliputi dua tahapan yakni: 
1) Penilaian kelayakan instansi atau perusahaan 
Penilaian terhadap instansi atau perusahaan wajib dilakukan 
sebagai tahapan awal (prescreening) untuk melakukan perjanjian 
kerjasama pelayanan Golbertap, khusunya bagi instansi atau perusahaan 
yang belum memiliki perjanjian kerjasama dengan BRI. Penilaian 
dilakukan dengan menganalisis potensi pemberian kredit dari sisi jumlah 
pegawai, nominal penghasilan, persetujuan pimpinan atau perusahaan, dan 
pertimbangan lainnya untuk meyakinkan pekerja kredit lini bahwa instansi 
atau perusahaan calon debitur layak untuk melakukan kerjasama dalam 
rangka pelayanan Golbertap. 
Penilaian dilakukan dengan dengan cara petugas kredit lini 
melakukan kunjungan on the spot ke alamat instansi atau perusahaan dan 
bertemu didasari perjanjian kerjasama yang masa berlakunya hampir 
berakhir, pinca harus melakukan evaluasi (review) atas pelaksanaan butir-
butir kesepakatan dalam perjanjian kerjasama dan melakukan 
perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama untuk mempertahankan 
aspek kehati-hatian BRI dalam pemberian kredit. 
 
2) Penilaian kelayakan calon debitur 
Penilaian kelayakan calon debitur dalam pelayanan kredit 
Golbertap dengan mencari informasi tentang kredibilitas debitur pada 
sistem SID BI (Sistem informasi debitur Bank Indonesia) dan SID BRI  
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sera menggunakan CRS (Credit Risk Scoring), dimana pengukuran tingkat 
risiko dilakukan dengan mengevaluasi faktor-faktor utama dalam siklus 
hidup nasabah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegagalan 
pengembalian kredit. Sistem SID baik BI dan BRI untuk mengetahui 
riwayat pengembalian kredit dari calon debitur atas pinjaman-pinjaman 
yang sudah ada sebelumnya dan mempelajari tentang karakter calon 
peminjam apakah riwayat pembayaran bagus apa tidak, ada permasalahan 
di dalam keluarga yang didapatkan info dari juru bayar juga.  
Penyaluran kredit golongan berpenghasilan tetap memperhatikan 
prinsip-prinsip perbankan tersebut meliputi “the five C of Credit analysis 
atau prinsip 5 C’s yang meliputi : penilaian watak (character), penilaian 
kemampuan (capacity), penilaian terhadap modal (capital), penilaian 
terhadap agunan (collateral), penilaian terhadap prospek usaha nasabah 
debitur (condition of economy).  
Penilaian watak (Character), ini dapat diperoleh dari kunjungan 
lapangan yang dilakukan oleh AO Briguna atau Mantri Briguna sebelum 
kredit ini terealisasi. Tugas mantri atau AO Briguna untuk melakukan 
penawaran kerjasama, melakukan  investigasi, menjalin komunikasi dan 
hubungan yang baik dengan instansi dinas tersebut. Kunjungan ke instansi 
yang dilakukan AO dan Mantri Briguna untuk  mengetahui struktur 
organissasi yang benar, para pejabat yang benar baik perekomendasi 
maupun pimpinannya, serta mekanisme kedinasan para pekerja pada 
instansi tersebut yang meliputi pekerja tetap, percobaan, training, dan 
sebagainya.  
Penilaian Kemampuan (Capacity) dapat diketahui dengan cepat 
dengan melihat pada daftar gaji yang dibawa calon debitur Golbertap. 
Daftar gaji ini ada 2 jenis yakni daftar gaji perorangan dan gaji di slip 
kolektif satu kantor. Calon nasabah Golbertap pegawai dapat menikmati 
maksimal plafond pinjaman dengan perhitungan maksimum angsuran 60% 
dari Take Home Pay (THP) dan pensiunan sebesar 80 % dari Take Home 
Pay (THP). Take Home Pay adalah penghasilan bersih perbulan yaitu gaji, 
termasuk tunjangan yang sifatnya tetap atau permanen yang diterima setiap 
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bulan (tidak termasuk didalamnya uang honor, lembur dan lain-lain) 
dikurangi dengan potongan rutin termasuk pinjaman lain jika ada.  
Penilaian terhadap modal (Capital), bank harus melakukan analisis 
terhadap posisi keuangan mengenai kecocokan pangkat dan jabatan dengan 
gaji yang masih tersisa untuk dibawa pulang.  Analisis meliputi berapa gaji 
yang diterima dengan banyaknya potongan-potongan ysng sudah ada 
termasuk di dalamnya pinjaman lain jika ada seperti koperasi dan bank 
yang lain. 
Penilaian terhadap agunan (Collateral), agunan yang digunakan 
dalam kredit Golbertap menggunakan SK Capeg dan SK PegNeg untuk 
pegawai dan SK Pensiun untuk pensiunan. Agunan yang dipergunakan ini 
memang tidak mempunyai nilai secara ekonomis tetapi hanya bernilai 
secara psikologis. Agunan yang utama adalah gaji pegawai ataupun gaji 
pensiun yang diterima tiap bulan oleh calon debitur kredit Golbertap. 
Pinjaman Golbertap yang diatas 100 juta dan jangka waktu lama lebih dari 
5 tahun dapat dimintakan penambahan jaminan kebendaan pada debitur 
untuk aspek perlindungan pada kreditur. 
Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (Condition of 
economy), bank harus menganalisis tentang keadaan instansi calon debitur 
tersebut apakah bersatatus instansi pemerintah atau swasta dan bagaimana 
dengan kredibilitas dari instansi tersebut. Instansi tersebut harus tidak 
dalam kondisi yang rawan bangkrut atau dibubarkan. 
Bank dalam memberikan kredit , selain menerapkan prinsip 5 C’s, 
juga menerapkan prinsip 5 P, yang meliputi sebagai berikut : party (para 
pihak), purpose (tujuan), payment (pembayaran), profitability (perolehan 
laba), protection (Perlindungan). 
Party (para pihak), para pihak dalam kredit Golbertap adalah titik 
sentral yang harus diperhatikan dalam  pemberian kredit. Pihak pemberi 
kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal 




Purpose (tujuan), penting diketahui oleh kreditur dalam penyaluran 
kredit Golbertap. Harus dilihat apakah kredit yang akan digunakan untuk 
hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. 
Kredit harus diawasi apakah peruntukanya sesuai dengan  yang 
diperjanjikan dalam perjanjian kredit. 
Payment (pembayaran), sumber pembiayaan kredit dari calon 
debitur harus memperhatikan apakah cukup tersedia dan cukup aman, 
dianalisa sumber pendapatan debitur, dan apakah pendapatan itu cukup 
untuk membayar kembali kredit tersebut, sehingga diharapkan bahwa kredit 
yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang 
bersangkutan.    
Profitability (perolehan laba), unsur gaji oleh debitur  menjadi 
unsur penting dalam suatu pemberian kredit Golbertap. Kreditur harus 
mengantisipasi apakah gaji yang diterima debitur lebih besar daripada 
bunga pinjaman dan apakah gaji debitur  dapat menutupi pembayaran 
kembali kredit, cash flow dan sebagainya.  
Protection (perlindungan), diperlukan terhadap kredit oleh 
perusahaan debitur. Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan 
dari holding sangat penting untuk diperhatikan. 
Bank dalam memberikan kreditnya juga memperhatikan prinsip 3 
R yang meliputi : returns (hasil yang diperoleh), repayment (pembayaran 
kembali), risk bearing ability (kemampuan menanggung risiko).  
Returns (hasil yang diperoleh), adalah hasil yang diperoleh oleh 
debitur, dalam hal ini gaji yang diterima tiap bulan . Gaji tersebut 
mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, 
disamping membayar keperluan pribadi  yang lain seperti untuk cash flow, 
kredit lain jika ada.  
Repayment (pembayaran kembali), kemampuan bayar dari pihak 
debitur memegang peranan penting dalam keputuasan cair atau tidaknya 
kredit Golbertap. Jika repayment capacity-nya mencukupi seperti yang 
dipersyaratkan maka kreditnya bisa cair.  
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Risk Bearing Ability (kemampuan menanggung risiko), yang harus 
diperhatikan adalah sejauh mana debitur mampu menanggung risiko, 
terutama hal-hal yang dapat menyebabkan kredit macet. Risiko kredit 
Golbertap yang disebabkan meninggal dunia sudah tercover dengan 
asuransi, sedangkan untuk alasan yang lain akan dijelaskan dengan 
mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. 
Apabila kredit telah mendapat persetujuan dari pemutus kredit, 
maka dapat dilakukan penandatanganan dokumen- dokumen kredit sebagai 
berikut: 
1) Permohonan kredit yaitu formulir permohonan yang diisi oleh 
debitur yang berisi tentang data-data pribadi debitur, bidang 
pekerjaan, lama bekerja, jenis permohonan kredit dan data-data 
pribadi yang meliputi jenis surat keputusan dan agunan tambahan 
lainnya bilamana ada. 
2) Surat penegasan kredit (offering letter) 
Surat ini berupa pemberitahuan kepada debitur tentang adanya 
persetujuan pihak bank untuk memberikan kredit dalam jumlah 
tertentu, jangka waktu tertentu, tingkat bunga, periode angsuran 
pinjaman, biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan perjanjian 
kredit ini serta persyaratan-persyaratan lainnya. Syarat-syarat 
tersebut meliputi : kewajiban debitur untuk menyerahkan 
kelengkapan dokumen sesuai dengan permintaaan pihak bank, tata 
cara pengikatan kredit, kewajiban debitur untuk membuka rekening 
pada bank ini, serta kewajiban untuk menyerahkan jumlah tertentu 
oleh bank, serta persyaratan lainnya yang ditentukan oleh bank.  
3) Perjanjian utang piutang dengan cicilan 
Perjanjian kredit ini dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Isi 
perjanjian kredit ini meliputi jumlah kredit, sifat kredit, jangka waktu 
kredit, tingkat bunga, biaya administrasi, cara pembayaran kredit 
oleh debitur termasuk biaya dan denda keterlambatan pembayaran, 
syarat-syarat pengakhiran perjanjian, tata cara pengawasan bank, 
asuransi kredit dan pembebanan biaya yang timbul karena perjanjian 
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ini, kuasa dengan hak substitusi dan domisili hukum yang dipilih. 
Perjanjian kredit ini juga mengikat suami atau istri dari debitur 
sebagai pihak-pihak yang turut memberikan persetujuan dalam kredit 
sesuai dengan syarat sahnya perjanjian ini dan pihak yang turut 
bertanggungjawab atas perjanjian ini. 
4) Surat kuasa memotong gaji 
Surat ini merupakan kuasa dari debitur kepada kreditur untuk 
mengadakan pemotongan terhadap jumlah penghasilan yang 
diterimanya selama periode tertentu dengan jumlah tertentu pula. 
Surat kuasa ini menyebutkan jumlah pinjaman, jumlah angsuran 
yang akan dipotongkan tiap bulan, ketentuan jangka waktu 
pemotongan gajinya sebagai pelunasan atas pembayaran kreditnya. 
Surat kuasa potong gaji ini didalamnya juga memuat hak dan 
kewajiban juru bayar selaku penerima kuasa dari debitur, yang 
meliputi : juru bayar berhak untuk memotong gaji atau upah serta 
membayarkannya kepada pihak BRI selaku kreditur sejumlah yang 
sudah tercantum dalam perjanjian kreditnya sampai dengan kredit 
tersebut lunas, menerima pembayaran uang pensiun, uang jasa, uang 
ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan 
dengan itu yang menjadi hak pemberi kuasa  apabila pemberi kuasa 
pensiun atau mengundurkan diri atau sebab apapun juga yang 
menyebabkan pemberi kuasa berhenti atau diberhentikan dari 
pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja dan 
selanjutnya menyetorkan uang tersebut untuk pelunasan kewajiban 
debitur, dan menandatangani kwitansi dan dokumen lainnya 
berkaitan dengan perjanjian kredit serta menghadap kepada pejabat 




5) Surat pernyataan kesanggupan memotong gaji oleh juru bayar 
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Surat tersebut berisi tentang tanggung jawab bendaharawan yang 
meliputi : bertanggung jawab memberikan data perincian gaji atau 
upah bulanan beserta dan perincian besarnya potongan yang ada dari 
pegawai di instansi yang mengajukan permohonan kredit, dan 
bertanggungjawab melakukan pemotongan gaji atau upah secara 





B. Akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji debitur  
secara sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit golongan 
berpenghasilan tetap (golbertap) 
Di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian kerjasama berkaitan dengan 
penyaluran kredit golbertap antara PT BRI dengan PT KAI ini, diikuti oleh 55 
orang perja dari PT KAI, artinya dari 55 orang pekerja dari PT KAI tersebut 
menggunakan fasilitas kredit golbertap, yang di implementasikan dalam sebuah 
perjanjian kerjasama, yang mana dari 55 orang pekerja PT KAI yang sudah 
menjadi pegawai tetap dan mendapatkan SK pengangkatan pegawai tetap dapat 
meminjam kredit ke PT. BRI Cabang Madiun dengan jenis kredit yang dapat 
diberikan adalah kredit golongan berpenghasilan tetap dengan jaminan SK 
pengangkatan pegawai tetap dan secara otomatis gaji akan dipotong setiap bulan 
pada setiap tanggal gajian untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang telah 
diambil.   
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bentuk fasilitas kredit 
golbertap ini menimbulkan bentuk permasalahan yang tidak dikehendaki oleh 
masing-masing pihak, yang mengakibatkan timbulnya upaya untuk melakukan 
penghentian kerjasama secara sepihak, yang bermula dari pihak BRI menyalurkan 
kreditnya kepada para pekerja di DAOP VII dan kewajiban pihak DAOP yang 
dalam hal ini pihak PT. KAI untuk memotong angsuran gaji pekerja di DAOP VII 
setiap bulannya, dengan tujuan karena sudah merupakan kewajiban pegawai PT. 
KAI kepada PT. BRI untuk membayar angsuran tiap bulan pada kredit yang sudah 
diambil oleh pegawai PT. KAI di DAOP VII di wilayah kerja PT. BRI Cabang 
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Madiun, dan karena sudah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama 
antara pegawai KAI dengan PT. BRI pada saat pengajuan pengambilan kredit, 
yang kemudian dari angsuran gaji tersebut disetorkan ke pihak kreditur yang 
dalam hal ini pihak BRI Cabang Madiun setiap tgl 1. Namun pada pertengahan 
2013 pihak DAOP VII menghentikan kerjasama dan memerintahkan untuk 
payroll gaji para pekerja di DAOP VII masuk pada instansi bank lain, yang dalam 
hal ini pihak BNI Cabang Madiun.
23
.  
Adapun bentuk akibat hukum dari upaya penghentian kerjasama yang 
dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur, diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
a) Membayar ganti kerugian yang dibayar  oleh debitur 
Pasal 1242 KUHPerdata ditentukan bahwa kerugian itu dari tiga unsur yaitu: 
a. Biaya (costen), adalah kerugian yang berupa pengeluaran atau 
perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan 
b. Rugi (schaden),adalah kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta 
bendanya kreditur. 
c. Bunga (interessen), adalah keuntungan yang akan diperoleh apabila 
pihak debitur tidak lalai. 
Pasal 1246 KUHPerdata mengatur tentang penggantian, perongkosan, kerugian 
dan bunga yang boleh dituntut kreditur yaitu : 
1. Kerugian yang diderita kreditur 
2. Keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi. 
a. Pembatalan perjanjian 
Pembatalan perjanjian diatur dalam bab mengenai perikatan bersyarat 
yaitu Pasal 1265-1267 Bab I buku III KUHPerdata, karena pembuat 
undang-undang menganggap bahwa wanprestasi merupakan syarat 
putusnya perjanjian. 
b. Peralihan risiko 
Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak 
terjadi wanprestai. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal  1237 ayat (2) 
KUHPerdata). Pasal  1237 ayat (2) KUHPerdata) menyatakan bahwa 
                                                          
23
 Hasil Pra Survei, 18 Desember 2015. 
19 
 
“Jika berutang lalai menyerahkannya maka semenjak kelalaiannya maka 
kebendaan menjadi tanggungannya”. Ketentuan ini merupakan peralihan 
risiko. Setiap kelalaian atau keingkaran mewajibkan si pelaku mengganti 
kerugian serta wajib memikul risiko akibat kelalaian atau keingkarannya. 
c. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau 
pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam 
ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata. 
d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan. 
 
C. Upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak bank apabila mengalami 
bentuk kerugian berkaitan dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama 
pemotongan gaji debitur  secara sepihak oleh juru bayar 
Apabila seorang debitur atau juru bayar dalam penyaluran kredit 
Golbertap  melakukan wanprestasi yang menyebabkan kredit itu bermasalah, 
maka tahap awal yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan 
pendekatan. Pendekatan tersebut dilakukan oleh team marketing. Team marketing 
memiliki tugas untuk melakukan pendekatan secara internal. Pendekatan dapat 
dilakukan dengan melalui telpon dan kunjungan langsung secara langsung kepada 
juru bayar dan pihak debitur yang bersangkutan. Usaha pendekatan ini cukup 
efektif, karena hubungan kerja antara pihak bank dengan juru bayar telah terjalin 
dan dijaga dengan baik, sehingga pada umumnya pendekatan ini memberikan 
penyelesaian piutang yang baik. Penyelesaian dengan cara ini tidak mutlak bisa 
diterapkan terhadap tiap kasus yang ada, akan tetapi hanya dapat diterapkan 
kepada pegawai negeri sipil yang kemudian dikenal dengan musyawarah mufakat.  
Penanganan permasalahan kredit Golbertap pegawai pihak BRI, melalui 
manajemennya PT. Bank Rakyat Indonesia kemudian melakukan negosiasi 
dengan manajemen PT. Kereta Api Indonesia sehingga terbitlah Surat Nomor : 
KU.503/VIII/02/KA-2013 tertanggal 13 Januari 2013 perihal penetapan Bank 
Pengelola gaji pegawai. Surat tersebut berisi tentang : 
1) Diberitahukan bahwa berdasarkan SK Direksi P.T KAI (Persero) Nomor 
KEP.U/KU.503/VII/69/KA-2013 tanggal 31 Juli 2013, ditetapkan bahwa 
Bank Pengelola gaji pegawai adalah : 
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a) PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) 
b) PT .Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) 
2) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bagi pegawai di wilayah DAOP VII 
Madiun yang menginginkan gajinya dibayar melalui BRI dapat membuka 
rekening gaji baru dengan mengisi formulir pengajuan pemindahan 
rekening. 
3) Bagi pegawai yang saat ini masih memilki pinjaman di BRI diminta 
untuk segera menyesuaikan rekening gajinya. 
4) Kepada para KPUT, dimohon untuk membantu kelancaran proses 
pemindahan rekening gaji pegawainya. 
Adapun upaya lain yang dapat dilakukan sehubungan dengan pemutusan 
hubungan kerjasama antar kantor pos sebagai juru bayar dan pihak BRI, terkait 




1) Debitur Golbertap yang kualitas kreditnya memburuk sebagai akibat dari 
kegagalan pemotongan gaji atau uang pensiun yang bersangkutan sebagai 
dampak pemutusan kerjasama maka atas kredit tersebut dapat dilakukan 
restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang 
dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi 
kewajibannya dengan tujuan untuk penyelamatan kredit dan debitur. 
Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan ketentuan : 
Debitur yang dapat diberikan fasilitas retrukturisasi adalah debitur 
Golbertap yang pembayaran gajinya berdasarkan perjanjian kerjasama, 
kualitas kredit debitur tersebut maksimal dalam kondisi DPK (Dalam 
Perhatian khusus). Tunggakan kredit disebabkan angsuran pinjaman tidak 
dipotongkan oleh juru bayar. Bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan 
meliputi : 
a. Penambahan jangka waktu kredit maksimal s/d 3 bulan dari tanggal 
jatuh tempo perjanjian kredit semula. 
b. Penurunan suku bunga kredit sampai dengan suku bunga minimal. 
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c. Provisi, biaya administrasi dan premi asuransi kredit tidak 
dikenakan. 
d. Pemrakarsa dan putusan restrukturisasi kredit Golbertap mengikuti 
ketentuan yang telah berlaku. Prakarsa kredit di BRI Unit dapat 
dilakukan oleh pejabat kredit yang memprakarsai pemberian kredit 
sebelumnya. Prakarsa kredit di KCP atau Kanca dilakukan oleh AO 
lain secara silang yang memiliki PDWK prakara performing loan. 
Putusan restrukturisasi kredit Golbertap dilakukan pejabat pemutus 
kredit dengan kewenangan setingkat lebih tinggi dan tidak terlibat 
dalam putusan kredit sebelumnya.  
e. Penggolongan kualitas kredit Golbertap yang di retrukturisasi 
mengacu pada ketentuan dalam surat kerputusan direksi BRI Nokep 
S.94-DIR/12/2005 tanggal 30 Desember 2005. 
2) Apabila dengan perpanjangan jangka waktu kredit dengan skema 
restrukturisasi dimaksud mengakibatkan pada saat Golbertap pensiunan 
jatuh tempo debitur berusia diatas 70 tahun, maka sebelum dilakukan 
restrukturisasi harus dimintakan ijin prinsip terlebih dahulu kepada 
pemimpin wilayah. 
Penyelesaian kredit dengan musyawarah mufakat tidak selalu berhasil, 
maka pihak kreditur akan berkoordinasi dengan juru bayar instansi terkait 
bilamana masih ada hak-hak dari debitur yang belum terbayarkan oleh perusahaan 
seperti gaji, tunjangan, bonus, lembur dan dana-dana perusahaan lainnya yang 
sekiranya masih cukup dipergunakan untuk pelunasan pinjaman debitur. Apabila 
ternyata masih tidak mencukupi pelunasan hutang debitur maka tahap akhir 
adalah pihak bank akan mengadakan penghapusan piutang yang tidak tertagih. 
Data kredit yang sudah dihapusbukukan akan dibuatkan daftar black list dan akan 
dilaporkan kepada Bank Indonesia.  
Penyelesaian kredit Golbertap yang bermasalah disebabkan karena debitur 
meninggal dunia, maka pihak asuransilah yang akan melakukan pelunasan atas 
kredit yang belum terbayarkan. Asuransi yang dipergunakan oleh pihak PT. Bank 
Rakyat Indonesia adalah asuransi Bringin Life, sedangkan untuk golongan TNI 
dan POLRI menggunakan asuransi Hexa Eka Life Insurance. 
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Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur untuk memenangi 
kompetisi dengan bank penyalur kredit Golbertap yang lain juga bekerjasama 
dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dalam rangka Penyaluran dana 
APBN melalui Bank umum dalam rangka implementasi SPAN (Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
25
 Perubahan pembayaran gaji dengan 
aplikasi SPAN ini membawa dampak penyaluran gaji dari APBN yang semula 
dilakukan melalui satuan kerja masing-masing instansi, dirubah menjadi langsung 
ke rekening pegawai. Apabila hal ini diberlakukan dapat membawa dampak 
kinerja penyaluran kinerja kredit Golbertap, khususnya fasilitas Golbertap pada 
pegawai yang disalurkan melalui bank lain sehingga terdapat potensi  kualitas 
aktiva produktifnya menjadi dalam status dalam perhatian khusus atau non 
perfoming loan. 
Penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan cara  
melakukan : 
a) Penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu dengan perubahan syarat 
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran atau 
tidak. 
b) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 
seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 
perubahan, jangka waktu,  dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak 
menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau 
sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. 
c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 
berupa penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian 
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh 
atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. 
Jalan paling akhir penyelesaian kredit macet adalah dengan penghapusan 
piutang dengan cara pembentukan cadangan atau penyisihan yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Surat Keputusan Bank 
Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998). Tujuan 
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Pemotongan Angsuran Briguna Terkait Implementasi SPAN. 
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pembentukan cadangan atau penyisihan ini adalah untuk menjamin kelangsungan 
usaha bank dan risiko kegagalan kredit. Khusus untuk kredit Golbertap, terdapat 
ketentuan khusus yang diterapkan di P.T Bank Rakyat Indonesia yakni ketentuan 
percepatan umur tunggakan di sistem komputer kreditur sehingga dari yang 
semula statusnya masih dalam perhatian khusus ataukurang lancar dapat 
dipercepat ke status macet dan segera dapat dihapusbukukan dari neraca sehingga 





1) Didalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur 
dengan pihak debitur, apabila dikemudian hari, dari pihak debitur tidak dapat 
melaksanakan pemenuhan dari kewajiban-kewajibannya, maka dari kasus 
yang ada didalam penelitian saya, dari pihak debitur, melakukan bentuk 
upaya penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak. Adapun bentuk 
akibat hukum dari upaya penghentian perjanjian kerjasama oleh pihak debitur 
kepada pihak kreditur, diantaranya adalah sebagai berikut : yang Pertama, 
dari pihak debitur yang dalam hal ini dari pihak PT KAI diwajibkan 
membayar ganti kerugian. Kedua, apabila permasalahan tersebut tidak 
kunjung dapat diselesaikan, maka dari pihak kreditur, yang dalam hal ini dari 
pihak PT BRI, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan 
melalui pengadilan. Ketiga, dari pihak debitur yang dalam hal ini dari pihak 
PT KAI, dapat dikenai pembatalan perjanjian, dengan disertai pembayaran 
ganti rugi, dan Keempat, dari pihak debitur yang dalam hal ini dari pihak PT 
KAI, diwajibkan untuk membayar biaya perkara di muka pengadilan negeri. 
2) Upaya  yang  dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal pihak debitur yang 
dalam hal ini dari pihak juru bayar memutuskan perjanjian kerjasama dengan 
melakukan yang awalnya BRI pindah BNI : Pertama, yang dilakukan oleh 
pihak bank adalah dengan melakukan pendekatan. Pendekatan tersebut 
dilakukan oleh team marketing. Kedua, diadakannya musyawarah untuk 
memperoleh sebuah mufakat, dan  Ketiga dilakukan restrukturisasi kredit/ 
perpanjangan. 
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